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Abstrak— Responsiveness merupakan indikator utama
penilaian tingkat Kinerja humanitarian logistics. Salah satu
strategi yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian
responsiveness adalah pre-positioning fasilitas logistik. Sebagai
provinsi yang paling sering mengalami kejadian bencana, Jawa
Barat menghadapi masalah mulurnya response time
pendistribusian bantuan logistik ke 70,37% titik demand di
wilayah kabupaten/kota. Kemuluran ini terjadi akibat
penerapan kebijakan persediaan yang tidak tepat. Proses
distribusi yang selama ini berlangsung dalam pola single-
echelon membuat jangkauan pelayanan kabur seiring
persebaran titik demand yang melebar. Sebagai upaya menekan
response time agar berada pada batas 60 menit, diusulkan solusi
penempatan gudang penyangga yang difungsikan sebagai
penengah distribusi bantuan logistik antara BPBD Jawa Barat
dan BPBD/Damkar kabupaten/kota. Adapun penetapan lokasi
gudang penyangga dilakukan menggunakan pendekatan
MCLP, yaitu sebuah metode untuk menentukan lokasi optimal
fasilitas dengan fungsi tujuan memaksimasi pemenuhan
kebutuhan dalam jangkauan yang telah ditetapkan. Metode
MCLP yang digunakan dalam penelitian ini menyertakan
beberapa parameter tambahan yang relevan dengan Kiteria
lokasi gudang bantuan bencana. Setelah dilakukan proses
penyelesaian ditetapkan Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota
Cirebon, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, dan Kota
Sukabumisebagai lokasi dimana gudang penyangga akan
dibuka.

Kata kunci— Humanitarian Logistics, Gudang Bantuan
Logistik, Kebijakan Multi-Echelon, MCLP

L PENDAHULUAN

Bencana merupakan fenomena natural reaksi alam
terhadap perubahan di sekitarnya. Namun meskipun
tergolong natural, tetap saja bencana adalah ancaman serius
bagi kehidupan masyarakat. Sepanjang tahun 2019-2022 atas
kejadian bencana yang terjadi, teridentifikasi sekitar 2.440
menjadi korban jiwa, 277 orang dinyatakan hilang, 27.689
orang menderita luka-luka, 395.829 rumah mengalami
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kerusakan, 3.889.731 rumah terendam, dan 21.092 fasilitas
umum rusak [1]. Bersama dengan mencuatnya isu bencana,
masyarakat secara kolektif menjalankan serangkaian upaya
untuk memperkecil paparan dampak termasuk mengurangi
jatuhnya korban, kerusakan properti,
lingkungan. Seiring berkembangnya pengalaman dalam
menanggulangi  bencana, empat fase pendekatan
diperkenalkan sebagai bagian dari manajemen bencana
komprehensif. Keempat fase tersebut antara lain, mitigation,

dan kerusakan

preparedness, response, dan recovery [2]. Preparedness dan
response adalah fase dimana logistik memegang peran kunci
keberhasilan operasi penanggulangan bencana.
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GAMBAR 1

(Dampak Kejadian Bencana di Indonesia Per Tahun 2019-2022)

Dalam dunia manajemen bencana dikenal istilah
humanitarian logistics dan keberhasilan humanitarian
logistics dapat diukur lewat 5 indikator, antara lain
responsiveness, agility, reliabilitas, biaya, dan komunikasi
antara stakeholder [3]. Di antara kelima indikator,
responsiveness dicap sebagai ukuran performa paling krusial
dalam humanitarian logistics [4]. Bicara tentang responsive-
ness, pre-positioning fasilitas menjadi topik yang tak boleh
ketinggalan untuk dibahas. Pre-positioning fasilitas di lokasi
strategis adalah hal yang penting dilakukan sebagai salah satu
untuk mendorong keterpenuhan ekspektasi responsiveness
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[5]. Strategis disini merujuk pada trade-off antara kedekatan
jarak ke titik konsumsi dan keamanan gudang.

GAMBAR 2
(Lokasi Gudang Existing di Wilayah Jawa Barat)
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GAMBAR 3

(Kebijakan Persediaan Existing di Wilayah Jawa Barat)
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GAMBAR 4
(Waktu Tempuh BPBD Provinsi Jawa Barat ke BPBD Kabupaten/Kota)

Sebagai provinsi yang terbagi ke dalam 18 wilayah
kabupaten dan 9 wilayah kota, responsiveness menjadi hal
tricky  bagi BPBD Jawa Barat selaku inisiator
penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Barat.
Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Jawa Barat menghadapi permasalahan mulurnya response
time distribusi bantuan logistik pra bencana ke sebagian besar
wilayah kabupaten/kota. Permasalahan ini muncul disertai
gejala dimana 70,37% response time ke 27 wilayah
kabupaten/kota melebihi 60 menit. Faktor jangkauan
coverage, jarak, infrastruktur, dan pemilihan moda
transportasi ditengarai menjadi alasan dibalik tumbuhnya
masalah ini. Untuk itu dengan mempertimbangkan akar
masalah pada faktor jangkauan coverage, jarak, dan
infrastruktur, diusulkan penggantian kebijakan sistem
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persediaan single-echelon menjadi multi-echelon. Dalam
merancang solusi ini, digunakan maximal covering location
problem (MCLP) sebagai metode penentuan lokasi optimal
penempatan gudang penyangga untuk menjembatani
aktivitas pendistribusian bantuan logistik antara BPBD Jawa
Barat dan BPBD/Damkar di bawah jangkauan pelayanan
masing-masing lokasi terpilih.

IL KAJIAN TEORI

A. Humanitarian Logistics
Keberadaan logistik dalam sistem integral upaya
penanggulangan bencana mulai mendapatkan sorotan pasca
tsunami dan gempa bumi berkekuatan 9,1-9,3 magnitudo
mengobrak-abrik Aceh pada 26 Desember 2004 [6]. Kejadian
bencana dahsyat yang terjadi 19 tahun silam memberikan
bukti betapa kecepatan dan efisiensi logistik adalah kunci
bagi efektivitas respon bantuan kemanusiaan pada fase
tanggap darurat [7]. Dalam konteks kebencanaan, logistik
berperan sebagai
sumber

koordinator pendayagunaan berbagai
daya (bantuan logistik, manusia, skill, dan
knowledge) untuk membantu pemenuhan kebutuhan
masyarakat terdampak bencana [6].

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, di Indonesia
pendayagunaan sumber daya untuk membantu korban
bencana dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penang-
gulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD). Pengelolaan bantuan logistik
diatur dalam Peraturan BNPB Republik Indonesia No. 4
Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik &
Peralatan. Pasal 4 menyebutkan jika manajemen logistik
bencana terbagi ke dalam 5 proses bisnis yaitu perencanaan,
pengadaan, pergudangan, pendistribusian, dan penghapusan.
Di skala provinsi dan kabupaten atau di bawah kewenangan
BPBD, manajemen logistik bencana merupakan tugas pokok
Bidang Kedaruratan & Logistik.

1. Manajemen Logistik Pra Bencana & Pasca Bencana

Manajemen logistik pra bencana mengacu pada aktivitas
pengelolaan logistik pada fase persiapan/kesiapsiagaan.
Sedangkan manajemen logistik pasca bencana adalah
aktivitas pengelolaan logistik setelah berakhirnya fase
tanggap darurat menuju masa pemulihan fungsi-fungsi dasar
kehidupan masyarakat. Mengacu pada Peraturan Kepala
(Perka) BNPB No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman
Monitoring  dan  Evaluasi  Manajemen  Logistik
Penanggulangan Bencana, pengadaan logistik dimulai
dengan tahap perencanaan dan dilanjutkan dengan tahap
pergudangan. Dalam Peraturan BNPB Republik Indonesia
No. 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan
Peralatan, yang dimaksudkan dengan pergudangan adalah
pegelolaan penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran
logistik dan peralatan dari gudang. Menurut pola
penyelenggaraanya, pendistribusian terbagi ke dalam 2
jenjang yakni pendistribusian logistik dari BNPB ke BPBD
provinsi dan pendistribusian dari BPBD provinsi ke BPBD
kabupaten/kota. Berdasarkan Perka BNPB No. 26 Tahun
2014, pendistribusian logistik pra bencana dimaksudkan
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sebagai buffer stock kesiapan penanggulangan bencana dan
penguatan kelembagaan.
2. Manajemen Logistik Tanggap Darurat

Manajemen logistik tanggap darurat diinisiasi proses
pemetaan kapasitas sumber daya, termasuk ketersediaan
logistik, gudang, dan sumber daya manusia. Selesai
pemetaan, proses selanjutnya adalah perencanaan yang
dilakukan oleh Unit Respon Logistik. Proses lanjutan dari
perencanaan adalah pengorganisasian, yakni penunjukan
Koordinator Bidang Logistik & Peralatan dan pembentukan
dewan pengelolaan bantuan logistik. Setelah proses aktivasi
posko selesai, tahap selanjutnya adalah proses penerimaan
berupa pencatatan dan pengecekan jenis, jumlah, mutu, dan
kecocokan antara bantuan diterima dan prioritas kebutuhan
penyintas. Selesai diterima, bantuan disimpan sedemikian
rupa dan kembali dilakukan pengecekan stok persediaan
secara periodik. Proses pengelolaan bantuan berakhir setelah
bantuan logistik diangkut dari gudang ke titik distribusi untuk
kemudian didistribusikan ke penyintas.

B. Bantuan Logistik

Menurut Peraturan Kepala (Perka) BNPB No. 25 Tahun
2014, bantuan logistik adalah kebutuhan dasar manusia
berupa sandang, pangan, dan papan/turunannya yang
disediakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pihak yang
membutuhkan, rentan, atau terdampak bencana. Sebagai
kebutuhan yang difungsikan untuk meringankan penderitaan
penyintas juga menekan kemungkinan bertambahnya korban
jiwa, Perka BNPB No. 10 Tahun 2012 menekankan jika
penyaluran/pendistribusian ~ bantuan  logistik  wajib
menegakkan prinsip tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran,
tepat kualitas, tepat kuantitas, dan sesuai kebutuhan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun
2008 mengategorikan bantuan logistik berdasarkan 3 sumber
pendanaan yaitu: a) Dana Kontinjensi yang diperuntukkan
mendanai dukungan logistik kesiapsiagaan atau penguatan
kelembagaan; b) Dana Siap Pakai (DSP) yang digunakan
untuk mendanai pengadaan kebutuhan penaggulangan fase
tanggap darurat termasuk pengadaan pangan, sandang,
papan, air bersih & sanitasi, serta barang/jasa yang
bersinggungan dengan proses pencarian & penyelamatan,
pertolongan darurat, evakuasi, serta pelayanan kesehatan;
dan c¢) Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah yang
diperuntukkan mendanai upaya rehabilitasi dan rekontruksi
pasca bencana. Merujuk pada Perka BNPB Nomor 26 Tahun
2014 tentang Pemanfaatan Bantuan Logistik Penanggulangan
Bencana, bantuan logistik penguatan kelem-bagaan sifatnya
adalah impuls guna mendorong BPBD ikut aktif menjaga
jumlah persediaan sesuai atau di atas standar pemenuhan
kebutuhan (menutupi kebutuhan pada 72 jam pertama pasca
terjadi kondisi darurat).

C. Struktur Supply Chain

Supply chain terbagi ke dalam 2 jenis struktur yaitu
single-echelon dan multi-echelon. Istilah echelon disini
merujuk pada jumlah tingkatan yang terbentuk atas interaksi
yang berlangsung antar titik fasilitas sebelum produk sampai
ke tangan konsumen. Struktur single-echelon adalah struktur
dengan satu tingkat titik fasilitas yang berinteraksi menerima
replenishment dan melakukan pengiriman ke konsumen [9].
Interaksi yang berlangsung dalam struktur single-echelon
bersifat desentralisasi [10]. Berbanding terbalik dengan
karakteristik  single-echelon, multi-echelon —merupakan
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struktur tersentralisasi. Kebijakan inventory multi-echelon
terbentuk dari 2 atau lebih tingkatan yang saling berasosiasi
dalam interaksi yang plural [11]. Masing-masing titik fasilitas
saling dependen memengaruhi parameter persediaan [12].
Tujuan fungsi dari kebijakan multi-echelon adalah
meminimasi total biaya persediaan lewat pengoordinasian
seluruh titik fasilitas dalam supply chain [11].

Supplier Central Distribution Ritel Konsumen
s Warehouse Center Akhir

|
oW ® W

GAMBAR 5
(Contoh Struktur Multi-Echelon)

D. Facility Location Problem

Facility location problem (FLP) dipandang sebagai
permasalahan optimisasi yang berupaya menemukan lokasi
terbaik penempatan fasilitas berlandaskan pada aspek seperti
segmentasi demand menurut wilayah, biaya operasional
fasilitas, dan jarak tempuh [13]. Karakteristik tersebut
membuat formulasi FLP tidak akan jauh dari kasus
ketercakupan/pemenuhan (covering problems), kasus titik
pusat jaringan (center problems), dan kasus median jaringan
(median problems). Metode MCLP dan Set Covering
Problem (SCP) mewakili bentuk FLP jenis covering
problems sementara P-Median Problem (PMP) merupakan
bagian dari median problems. MCLP dan PMP berurusan
dengan jenis kategori masalah yang sama dimana keduanya
berusaha menempatkan fasilitas di lokasi yang membuat total
jarak antar jaringan menjadi seminim mungkin [14]. Hanya
saja sayangnya beberapa penelitian menemukan bahwa PMP
belum menghasilkan solusi yang mengoptimumkan
ketercakupan, sebab prinsip modelnya membuat nilai
demand tidak lebih penting dari parameter waktu [15].

E. Response Time

Dalam konteks logistik komersial, response time
mengacu pada waktu yang berjalan dari purchase order (PO)
diterbitkan sampai produk berhasil sampai ke tangan
konsumen [15]. Mudahnya, response time adalah indikator
yang mengukur kecepatan pelayanan terhadap konsumen.
Sementara itu dalam layanan darurat, response time
didefinisikan sebagai waktu yang bergulir antara diterimanya
notifikasi atau panggilan darurat dan datangnya bala bantuan
ke lokasi [16].

III. METODE

A. Maximal Covering Location Problem (MCLP)

Maximal covering location problem (MCLP) merupakan
salah satu pendekatan matematis untuk menyelesaikan
permasalahan penentuan lokasi fasilitas. Fungsi tujuan
MCLP adalah memaksimalkan jumlah populasi terlayani



ISSN : 2355-9365

dalam jangkauan jarak atau waktu pelayanan yang telah
ditentukan dan dengan jumlah fasilitas yang terbatas [16].

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap skenario
penanggulangan bencana di wilayah Nepal, dilakukan
sejumlah modifikasi pada model MCLP milik Church &
ReVelle [14]. Modifikasi tersebut berupa penambahan
variabel yang menyatakan nilai prioritas pada setiap titik
demand dan penambahan batasan yang menyaring calon
kandidat fasilitas menurut tingkat aksesibilitas transportasi,
indeks pengembangan manusia, dan tingkat keamanan
bencana. Kemudian untuk membuat persamaan dapat
dijalankan, dilakukan sedikit penyesuaian terutama pada
fungsi pembatas ke-5. Selain modifikasi yang cukup major,
penulis juga mengganti lambang beberapa variabel. Setelah
melalui sejumlah modifikasi, persamaan model MCLP
penentuan lokasi gudang penyangga bantuan logistik wilayah
Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Z pvia;y; (1)

iel

S.T. fozyi

JjeN;

dxysp 3)

Maximize

Viel 2)

DTz Yy je) @)
ZD,.x,- zNDZx,- jeJ (5)
Zijj SNRij j€]J (6)
x; € {0,1) vji€eJ @)
y; €{0,1} Viel ()

Keterangan:

i = titik demand

j = titik kandidat fasilitas

I = kumpulan titik demand

J kumpulan titik kandidat fasilitas

pv; = nilai prioritas pemenuhan demand (diambil dari
nilai kepadatan penduduk) di i

a; = demanddii

N, = {jeJ|d;<S}

d;; = jarak terdekat dari i ke j

S = jarak di luar batas dimana titik demand dianggap
tidak terpenuhi

P = jumlah fasilitas yang hendak ditempatkan

T; = nilai aksesibilitas transportasi (diambil dari nilai
kepadatan jalan) di j

Ny = Dbatas minimum nilai aksesibilitas transportasi

D; = indeks pengembangan manusia di j

Np = batas minimum indeks pengembangan manusia
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R; = Indeks risiko bencana di j
N, = batas maksimum indeks risiko bencana
X, _ { 1 jika fasilitas ditempatkan di j
7T 0 sebaliknya
_ { 1 jika demand di i terpenuhi
i = 0 sebaliknya

B. Kerangka Berpikir

GAMBAR 6 menunjukkan mekanisme metodologi
penelitian dalam pendekatan white box. Visualisasi semacam
ini membantu peneliti mengenali struktur aliran input dan
output sistem dengan lebih baik. penulis bisa mengetahui
bahwa untuk mendapatkan oufput seperti yang
diekspektasikan terdapat 4 proses dan 3 fase untuk dilewati
dimana fase ke-1 mengabsorpsi komponen input dalam
bentuk mentah, fase ke-2 mengabsorpsi sebagian input yang
sudah menjadi work in process (WIP) dan sebagian yang
masih mentah, sementara fase ke-3 menerima input murni
dalam bentuk WIP.

Inpat Proses Cuipar

Paramnetar
(Chrcl UKk, 19741

Wk el
heirauan

Dottt
(Mahurjam dick . 2017 ¥

GAMBAR 6
(Metodologi Penelitian)

C. Kebutuhan Data

TABEL 1
(Kebutuhan Data - 1)
No Data Sumber Pengolahan Data
1 Jarak antara Google Maps Digunakan untuk
BPBD Provinsi menunjukkan gejala
Jawa Barat ke dari situasi masalah
BPBD dan yang dihadapi objek
Damkar penelitian
kabupaten/kota
2 Kejadian bencana | Website BNPB Digunakan untuk
di wilayah mengidentifikasi
Provinsi Jawa estimasi jumlah
Barat demand pada
masing-masing
wilayah
kabupaten/kota
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TABEL 2
(Kebutuhan Data - 2)
No Data Sumber Pengolahan Data
3 Jarak antara Google Maps Digunakan untuk
kantor menentukan
pemerintahan kandidat lokasi
kabupaten/kota ke gudang yang sesuai
kantor dengan kriteria batas
pemerintahan jangkauan waktu
kabupaten/kota tempuh
seluruh wilayah
Jawa Barat
4 Panjang jalan Publikasi tahunan | Digunakan untuk
nasional, jalan Badan Pusat menghitung
provinsi, dan jalan | Statistik (BPS) kepadatan jalan pada
kabupaten di Provinsi Jawa masing-masing
wilayah Jawa Barat wilayah
Barat kabupaten/kota
5 Panjang jalan tol Website BPIT Digunakan untuk
di wilayah dan Google Maps | menghitung
Provinsi Jawa kepadatan jalan pada
Barat masing-masing
wilayah
kabupaten/kota
6 | Luas wilayah Publikasi tahunan | Digunakan untuk
Provinsi Jawa BPS Provinsi menghitung
Barat Jawa Barat kepadatan jalan dan
kepadatan penduduk
pada masing-masing
wilayah
kabupaten/kota
7 Jumlah penduduk Publikasi tahunan | Digunakan untuk
di wilayah BPS Provinsi menghitung
Provinsi Jawa Jawa Barat kepadatan penduduk
Barat pada masing-masing
wilayah
kabupaten/kota
8 Indeks Publikasi Digunakan untuk
pembangunan Tahunan BPS mengeliminasi
manusia (IPM) Indonesia kandidat lokasi
Provinsi Jawa gudang yang tidak
Barat sesuai dengan
kriteria tingkat
pembangunan
9 Indeks risiko Buku IRBI Digunakan untuk
bencana Indonesia mengeliminasi
(IRBI) kandidat lokasi
gudang yang tidak
sesuai dengan
kriteria tingkat
ketahanan bencana

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konversi Jarak Tempuh ke Waktu Tempuh

Pada proses pengumpulan data, penulis membagi jalan ke
dalam 2 kategori yaitu jalan bebas hambatan dan jalan
antarkota/kawasan  perkotaan. Berdasarkan Peraturan
Menteri Perhubungan No. 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penetapan Batas Kecepatan, pada jalan bebas hambatan
kendaraan wajib melaju minimal 60 km/jam dan maksimal
100 km/jam. Sementara itu, Kepala Lab Transportasi
Universitas  Katolik Soegijapranata Semarang Djoko
Setijowarno memberikan keterangan bahwa di jalan raya
rata-rata truk bermuatan melaju sekitar 40 km/jam (Berita
Trans, 2018). Mengingat armada yang umum digunakan
mengangkut bantuan logistik adalah truk maka diambil
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keputusan bahwa setiap 1 km jarak yang ditempuh di jenis
jalan bebas hambatan akan dikonversikan menjadi 1 menit
begitupun setiap 1 km jarak pada jalan antarkota/kawasan
perkotaan akan dikonversikan menjadi 1,5 menit.

TABEL 3
(Hasil Koversi Jarak Tempuh ke Waktu Tempuh)
Waktu Tempuh
Menurut Jenis Jalan
Kandidat | .. (Menit)
No Lokasi Demand Antarkota Total
Gudang Bebas atau

Hambatan | Kawasan

Perkotaan
1 1 2 21,49 3,17 24,66
2 1 106,65 3,73 110,38
350 25 27 138,84 84,51 223,35
351 26 27 36,60 107,53 144,13

B. Matriks Kandidat Gudang

Untuk menyederhanakan penyelesaian parameter “N;”,
penulis menyeleksi kandidat lokasi gudang syarat waktu
tempuh <60 menit secara terpisah menggunakan Excel.
Matriks waktu tempuh menjadi input untuk mengeksekusi
fungsi IF dengan kondisi ketika waktu tempuh <60 maka
nilainya adalah 1 sementara jika bukan maka nilainya adalah

TRl 1 T 3]s 5 7|2 @ u]u]s & s|s]|r & =|alz a|s|=]s5 =&

GAMBAR 7
(Matriks Waktu Tempuh)

Ta]t t ][5 ¢ T s]3 m ulu[® u w|s|w & & |8z a a]=|s5 &8

B e

s sam sa0
o wnm e

GAMBAR 8
(Matriks Kandidat Lokasi Gudang)

C. Penyelesaian Persamaan

Setelah mendapatkan matriks kandidat lokasi gudang,
langkah selanjutnya adalah menyatakan matriks ke dalam
bentuk persamaan model matematis sekaligus menyatakan
parameter dan variabel keputusan dalam bahasa pemrogram-
an C.
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1. Model

220
291 //Fungsi tujusn yang menyatakan habus lokazi gudang T
282 //horus bisa nemaksimazi pemenuhan demand untuk semun t
2835 maxinize

EE (ALAYL)H{AZSYZ)H[AIMVE

k yang aca

AIAYA)H(ASAYE - (ABMYE )+ (AT

ARSYH)+(ASAYE - {ATEAY1E )+

0% (ALLAYI1)H{ALZAVIZ}+{ATISY1I)+{ALSAVIA)= (ATSAVID JH{ALEAVIE)+ [ALV4YLL ) H{ALY=V1E)+
GG ATHSTLS)H{ANDAYER ) H{AZLAYIL ) H{ALZAVEE ) S [ARIA YIS H{ADSA VA [AZNAVES (ALY IE)H(AZAYEY )
207

(Fungsi Tujuan Tanpa Priority Value)

JFungsi fujusn yang menyatakan babwa lokasi gudang
//harus bisz nemaksimasi pemenuban demand untuk semus

e GAMBAR 15
(Fungsi Pembatas Kerentanan Paparan Bencana (IRBI))

o 2 PUISAIVS ) (FUS
{FUiB*aTety

(PV2U*a2et Y IR )+ {PY2

:P:.:Af;'azc*\';h]i-(w.' ' 146
_ e 141  //variabel keputusan penempatan gudang
142  //(jika kandidat lokasi gudang terpilih, maka Xj=1)
GAMBAR 10 143 dvar boolean X1;
. . . . 144  dvar boolean X2;
(Fungsi Tujuan Dengan Priority Value) 195 dvar boolean X3.

146  dvar boolean X4;

147  dvar boolean X5;

s 148  dvar boolean X&;
ong Senyataken tetisp Ritik devend alniml dilaymi old ol grdery 149  dvar boolean X7;

158 dvar boolean X8;

151  dvar boolean X9;

~ SR 152  dvar boolean X1@;
153  dvar boolean X11;
154 dvar boolean X12;
155 dvar boolean X13;
156 dvar boolean X14;
157 dvar boolean X15;
158 dvar boolean X16;
159  dvar boolean X17;
168 dvar boolean X18;
161  dvar boolean X19;
162 dvar boolean X28;
163  dvar boolean X21;
164 dvar boolean X22;

165 dvar boolean X23;
. GAMBAR 11 166 dvar boolean X24;
(Fungsi Pembatas Lokasi Gudang) 167 dvar boolean X25;

168 dvar boolean X26;
169  dvar boolean X27;
17@

e e ool o PSS GAMBAR 16
GAMBAR 12 (Variabel Keputusan Lokasi Gudang Terpilih)
(Fungsi Pembatas Jumlah Gudang)

17e
171 //Variabel keputusan pemenuhan demand
172 //(jika titik demand terpenuhi, maka ¥i=1)
173  dvar boolean Y1;
174 dvar boolean ¥2;
175  dvar boolean Y3;
vas); 176 dvar boolean Y4;
177  dvar boolean ¥5;
178 dvar boolean ¥6;
179  dvar boolean ¥7;
188 dvar boolean ¥8;
181  dvar boolean Y9;
182 dvar boolean ¥18;
183 dvar boolean ¥Y1l;
184 dvar boolean ¥12;
185 dvar boolean Y13;
186 dvar boolean Y¥14;
187 dvar boolean Y15;
188 dvar boolean Y16;

GAMBAR 13 189 dvar boolean Y17;
. ey e . 198  dvar boolean ¥18;
(Fungsi Pembatas Aksesibilitas Transportasi (Kepadatan Jalan)) 191 dvar boolean ¥19;

192 dvar boolean Y28;
193  dvar boolean ¥21;
194 dvar boolean Y22;
195  dvar boolean Y23;
196 dvar boolean Y24;
197  dvar boolean Y25;
198 dvar boolean Y26;
199  dvar boolean Y27;
2080

GAMBAR 17
(Variabel Keputusan Titik Demand Terpenuhi/Terlayani)

2. Data Masukan
a. Demand
Pada model orisinal “a” didefinisikan sebagai populasi
. GAMBAR 14 yang harus dipenuhi pada titik demand sementara pada model
(Fungsi Pembatas Komponen Dasar Kualitas Hidup (IPM)) hasil modifikasi “a” disimpli-fikasikan sebagai demand [14].
Merujuk pada terminologi kedua peneliti, hal yang paling
kompatibel ~mewakili “a” adalah jumlah rumah
rusak/terendam akibat bencana sebagaimana pada praktiknya
sebagian besar jenis ban-tuan logistik khususnya bantuan
habis pakai hanya disalurkan saat kejadian bencana
menimbulkan kerusakan fatal atau memaksa masyarakat
tinggal di pengungsian [17].Dengan begitu penulis
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memfokuskan lingkup peme-nuhan demand pada 3 jenis
bencana yang menimbulkan dampak paling dominan yaitu
banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.

//Demand pada masing-masing titik demand
int A1=49203;

int A2=285;

int A3=15768;

int A4=8588;

int A5=1552;

int A6=469;

int A7=14727;

int AB=2295;

int A9=17349;

int Al@=298789;

int Al1=201;

int A12=2796;

int
int A
int
int
int
int
int
int A

GAMBAR 18
(Demand)

b. Priority Value

Kepadatan penduduk merupakan salah tujuh variabel
dalam model MCLP modifikasi. Variabel ini berfungsi
mengurutkan prioritas pelayanan masing-masing wilayah
berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dimana semakin
tinggi tingkat kepadatan penduduk maka akan semakin
diutamakan pula pemenuhan kebutuhan wilayah tersebut
[14].

Yang dimaksudkan varibel kepadatan penduduk disini
bukan mengacu pada nilai kepadatan penduduk dalam satuan
jiwa/km? melainkan nilai yang telah dikonversikan ke dalam
integer dengan rentang 1-10. Integer ini didapat dari hasil
perhitungan nilai tertinggi normalisasi kepadatan penduduk
dibagi 10 dikali kelipatan 1-10 sampai terbentuk 10 tingkatan
berbeda.

[/Nilai priority value pada masing-masing titik demand

PV19=1@;
int PV2@B=2;
int Pv21=9;
int PV22=7;
i PV23=1@;
int PV24=7;
int Pv25=3;
PV26=6;
int Pv27=3;

v )
.
S
+

i
.
E

o+

@

GAMBAR 19
(Priority Value)
c. Jumlah Gudang Untuk Ditempatkan
Variabel yang satu ini nilainya tidak tetap karena pada
kasus yang tengah diselesaikan penulis, menentukan jumlah
gudang merupakan bagian dari tujuan dilakukan-nya
penelitian. Untuk itu running model dilakukan berulang
sambil mengganti parameter jumlah gudang sampai
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ditemukan solusi terbaik dimana semua wilayah dapat
tertutupi demand-nya.

//Jumlah gudang yang akan ditempatkan
int P=1;

W e S

GAMBAR 20
(Jumlah Gudang Untuk Ditempatkan)

d. Aksesibilitas Transportasi

Kepadatan jalan difungsikan sebagai penyortir lokasi
kandidat gudang dalam aspek aksesibilitas jalan. Secara
teori, lokasi gudang terpilih adalah lokasi dengan tingkat
aksesibilitas baik berdasarkan kriteria berlaku. Kriteria
berlaku sendiri mengacu pada satu nilai yang dijadikan
batas minimum dalam penyortiran. Adapun karena Jawa
Barat belum memiliki klasifikasi kepadatan jalan yang
menyatakan tingkat kualitas aksesibilitasnya, maka
penulis berinisiatif membuatkan rentang nilai dengan
mengacu pada nilai kepadatan jalan ke-27 wilayah.
Rentang ini yang ditampilkan dalam TABEL 4 didapat
dari hasil perhitungan nilai tertinggi kepadatan jalan
dibagi 6 dikali kelipatan 1-6 sampai terbentuk 6 tingkatan
berbeda. Dari ke-6 tingkat tersebut, batas bawah tingkat 2
yang bernilai 1,719 dipilih sebagai batas minimum dalam
fungsi pembatas aksesibilitas jalan.

TABEL 4
(Rentang Nilai Kepadatan Jalan)

Kategori Batas Bawah Batas Atas
1 0 1,719
2 1,719 3,438
3 3,438 5,157
4 5,157 6,876
5 6,876 8,595
6 8,595 10,314

//Batas minimum nilai aksesibilitas jalan
float NT=1.71897876412535;

//Nilai aksesibilitas jalan pada 27 kandidat lokasi gudang
float T1=0.82374774316161;
float T2=0.547656838493762;
float T3=0.986381541375482;
float T4=0.76648384893493;
float T5=@.688423775897534;
float T6=0.451517645898121;
float T7=1.56463529435664;
float T8=0.393946737158393;
float T9=@.55552@535657391;
float T1@=1.3163976637211;
float T11=8.832398365869471;
float T12=8.983662725638198;
float T13=8.582683168316832;
float T14=1.1411827684259;
float T15=8.786619493930806;
float T16=0.432158622186544;
H
H

Wk

WoR @00 G

float T17=8.668649187981444
float T18=0.552655819441124;
float T19=6.96313437108686;
float T2@=2.78324081416865;
float T21=2.12863399641837;
float T22=7.84268700421941;
float T23=3.65348459383753;
float T24=4.30192719486851;
float T25=18.3138725847521;
float T26=4.76497489326425;
float T27=2.98979546646466;

Lol WL LWL L R R RS R RS R R

Bk R
BlUmFEr®oo-aum

i
n

GAMBAR 21
(Aksesibilitas Transportasi)

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah
tujuh variabel anggota fungsi pembatas yang berperan
menyeleksi kandidat lokasi gudang dan memastikan bahwa
lokasi gudang terpilih adalah lokasi yang memang
kompatibel. Dalam hal ini, IPM menyeleksi kandidat lokasi
gudang berdasarkan aspek komponen dasar kualitas hidup.
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Nilai yang dipilih sebagai batas minimum lulusnya kandidat
lokasi adalah batas bawah kategori tinggi dengan nilai 70.

TABEL 5
(Rentang Nilai IPM)

Kategori Batas Bawah Batas Atas
Rendah 0 59
Sedang 60 69
Tinggi 70 79

Sangat Tinggi 80 100

46 f/Batas minimum indeks pengembangan manusia
47  int ND=78;

49 //Indeks pengembangan manusia pada 27 kandidat lokasi gudang
sa  float D1=73.16;
51 float D2=69.84;
52 float D3=75.22;
53 float D4=71.2;
54 float D5=71.45;
55 float D6=65.94;
56 float D7=78.86;
57 float D8=67.41;
float D9=68.55;
float D1@=71.74;
float D11=78.16;
float D12-68.56;
float D13=69.83;
float D14=71.56;
float D15=69.87;
float D16=67.64;
float D17=72.69;
float D18=66.84;
float D19=82.5;
float D2@=72.55;
float D21=82.46;
float D22=77.17;
float D23=78.77;
float D24=75.89;
float D25=81.86;
float D26=75.4;
float D27=73.83;

3
2
a
2
3
5

S|

J

GAMBAR 22
(Indeks Pembangunan Manusia (IPM))

f. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

IRBI menyeleksi kandidat lokasi gudang berdasarkan
aspek kerentanan paparan bencana. Hal ini merupakan
kebalikannya dari model modifikasi dimana variabel “R”
mengacu pada nilai yang menyatakan ketahanan wilayah
terhadap bencana. Namun walaupun terdapat perbedaan dari
segi kategori, keduanya tetap mewakili tujuan yang sama
yaitu menghindarkan terpilihnya kandidat lokasi yang
memiliki risiko tinggi terpapar bencana. Maka dari itu disini
dipilih batas maksimum kategori sedang dengan nilai 144
dimana lokasi terpilih adalah kandidat lokasi dengan nilai
IRBI di bawah dari 144.

TABEL 6
(Rentang Nilai IRBI)

Kategori Batas Bawah Batas Atas
Rendah 0 12
Sedang 13 144
Tinggi 145 >145
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~
3

//Batas maksimum indeks risiko bencana
int NR=144;

-

WhE®on

//Indeks risiko bencana pada 27 kandidat lokasi gudang
float R1=145.94;
float R2=103.89;
float R3=124.1;
float R4=116.54;
float R5=133.52;
float R6=287.62;
float R7=156.58;
float R3=164.91;
float R9=122.49;
float R18=157.81;
float R11=113.58;
float R12=136.35;
94 float R13=137.36;
95 float R14=1285.93;
96 float R15=157.25;
97 float R16=186.61;
float R17=129.87;
float R18=174.11;
float R19=183.85;
float R20=145.84;
float R21=124.95;
float R22=71.81;
float R23=82.01;
float R24=141.87;
float R25=76.53;
float R26=02.91;
float R27=114.89;

LW WD W 0O 00 0O 0O GO 0O DO 0O DO OO

WM R ®0 0 o

GAMBAR 23
(Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI))

D. Penguraian Kombinasi Solusi

Setelah menuliskan persamaan model berikut parameter
dan variabel keputusan dalam bentuk bahasa pemrograman,
langkah selanjutnya adalah menjalankan model meng-
gunakan ILOG CPLEX. Disini dijalankan 2 model berbeda
dimana model pertama tidak menyertakan variabel priority
value sementara model kedua sebaliknya.

12

10

8

L3

GAMBAR 24
(Jumlah Gudang Berdasarkan Pergantian Parameter Batas Penempatan
Gudang)
120.00%
GAMBAR 25

(Jumlah Gudang Terhadap Persentase Jumlah Wilayah Terlayani)

Dalam model modifikasi variabel priority value
ditambahkan ke dalam fungsi tujuan untuk mengurutkan titik
demand berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dimana
wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi
pantas diprioritaskan pemenuhannya. Dalam konteks pe-
nelitian ini, ditambahkannya variabel priority value pada
fungsi tujuan memberikan perubahan signifikan terhadap
peringkat demand di masing-masing wilayah. Dari 27
wilayah hanya 18,52%-nya saja yang bertahan dengan
peringkat yang sama. Sementara dari sisi variabel keputusan,
disertakan atau tidak disertakannya priority value tidak
merubah jumlah atau lokasi terpilihnya gudang maupun
terpenuhinya demand.
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Kota Bekasi

Titik Demand

GAMBAR 26
(Perbandingan Peringkat Demand Tanpa Priority Value dan Dengan
Priority Value)

Dari hasil penyelesaian menggunakan ILOG CPLEX
didapati bahwa seluruh wilayah terpenuhi demand-nya saat
batas penempatan gudang diberikan nilai sejumlah 5 atau
lebih. Ketika P<6, MILP solution error-nya berada pada
angka 8,88178E-1 yangmana nilai tersebut memegang posisi
paling mendekati O.

——Model Modifikasi
~——Model Orisinal

MIL? Solution Error {Ax=b) (Total) *10°9)

10203 45 6 7 4 9 1011121314156 17 18 39 20 21 22 23 24 25 26 27
Batas jumiah Gudang Untuk Ditempatkan

GAMBAR 27
(MILP Solution Error)

Kemudian karena metode MCLP ini terbatas hanya
sampai memberikan informasi lokasi penempatan gudang
tanpa ada informasi anggota wilayah di bawah pelayanannya
maka disini keputusan biner yang dihasilkan akan coba
diuraikan lebih lanjut. Penguraian tersebut dilakukan lewat
cara manual dengan bantuan matriks waktu tempuh yang
sebelumnya digunakan pada tahap penyeleksian kandidat
lokasi gudang berdasarkan batas jangkuan.

Langkah pertama untuk menguraikan solusi ini adalah
menghapus waktu tempuh selain dari waktu tempuh titik
demand ke lokasi gudang terpilih. Setelah itu barulah
dilakukan pemisahan antara titik demand yang hanya bisa
dipenuhi demand-nya oleh satu fasilitas dengan titik demand
yang memiliki beberapa opsi fasilitas. Terakhir, pada titik
demand dengan beberapa opsi fasilitas, pilih waktu tempuh
bernilai terkecil dengan begitu didapat solusi optimal
klusterisasi wilayah pelayanan berdasarkan kedekatan waktu
tempuh lokasi gudang dan titik demand.

TABEL 7
(Penguraian Solusi)

Kandidat Lokasi Gudang,

Kot Cireben
26 Kot Sukabumi
Kot Tasikmalaya

’ Lokasi Gudang Terpilih & Titik Demand

@ Titik Demand

e-Proceeding of Engineering : Vol.11, No.4 Agustus 2024 | Page 4492

GAMBAR 28
(Peta Lokasi Gudang Terpilih)
= ot
@ — &
B
& @
T -
& @
a @
2 =] &
= R
m @
B
a @

GAMBAR 29

(Pola Distribusi Lokasi Gudang Terpilih)
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(Urutan Prioritas Pelayanan Lokasi Gudang Terpilih)
Per Wilayah Per Klusier Wilayah
w;"",' : 'l’:':’“" Demard Total Demand
No | LekasiGudang | TitkcDemand | o W ESEE Demand Berdasavkan | Total Demand | Derdasavkan
e Skala Prioritas Skala Prioritas
emund
Kota Bekasi 0,00 26.333 236.997
1 |KotaDekasi Kawang 3540 29.070 58,140 71171 326673
3036 15.768 31536
3 597 5570 |
e ¥ ) ]
S6. 106 1064
Bogor 1564 8.508 17.016
4 | Kota Bogor | Kota Depok | 25,07 | 497 | 3,976 | 9,293 23.008
Kota o 0,00 288 2016
Kata Sukabumi 0,00 29 1374
6 |KofaSuksbumi | Sukabumi | 39,20 | 975 | 975 | 1673 2818
Clanjur | 31,00 | 469 | 469 |

E. Perbandingan Kondisi Existing & Solusi Usulan

Pada kondisi existing, rata-rata response time
pendistribusian bantuan logistik dari BPBD Jawa Barat
menuju BPBD/Damkar kabupaten/kota adalah 87,93 menit.
Sementara ketika solusi usulan pendistribusian berpola multi-
echelon diimplementasikan pada asumsi kondisi lalu lintas
yang sama maka rata-rata response time diproyeksikan turun
mencapai 48,56% ke nilai 42,70 menit. Di sisi lain
pengimplementasian usulan solusi dengan dengan
menjadikan kantor BPBD masing-masing wilayah sebagai
titik demand membuat 6 wilayah tidak lolos ambang batas
response time 60 menit. Keenam wilayah tersebut tidak lain
adalah Kabupaten Sumedang, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota
Cirebon, Kota Sukabumi, dan Kota Tasikmalaya.

Waktu Tempuh {Men't}
2

& & F
R R M >
)
S e
é‘&@v L ) :e
& £

Wakta Terpab Lrsting. sk et plerneniasi solust Usulon Aesan Bas Maksimar Hesgaons tirne

GAMBAR 30
(Perbandingan Waktu Tempuh Existing dan Solusi Usulan)

100.00
80.00
40.00
20.00

Tempuh Implementasi
Existing Solusi Usulan
= Rata-Rata Waktu Tempuh 87.93 42.70

GAMBAR 31
(Perbandingan Rata-Rata Waktu Tempuh Existing dan Solusi Usulan)

‘Waktu Tempuh [Menit)
@
3
2

V. KESIMPULAN

Dengan menggunakan pendekatan Maximal Coverage
Location Problem (MCLP), mulurnya response time
pendistribusian bantuan logistik ke wilayah kabupaten/kota
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dapat terminimalisir sejalan dengan diperkecilnya skala
jangkauan distribusi lewat Kklusterisasi wilayah. Dari
penyelesaian model, didapati bahwa seluruh titik demand
akan terlayani ketika ditempatkan 5 atau 6 gudang. Kemudian
setelah melewati verifikasi dan validasi, diputuskan bahwa
solusi terpilih adalah solusi ke-2 (persamaan dengan fungsi
pembatas P < 6). Dibandingkan dengan kondisi existing,
solusi ke-2 berhasil menurunkan rata-rata response time
sebesar 48,56%.

Lewat pengimplementasian solusi, kebijakan sistem
persediaan bantuan logistik di wilayah Jawa Barat bermigrasi
ke struktur multi-echelon. Pada struktur baru ini, BPBD Jawa
Barat masih memegang tanggung jawab sebagai supplier
tunggal. Perbedaan mencolok terjadi pada tingkatan ke-2
dimana jika sebelumnya ke-27 wilayah  harus
mengambil/menerima bantuan logistik secara mandiri ke/dari
BPBD Jawa Barat, kini tugas tersebut cukup dilakukan oleh
6 BPBD/Damkar kabupaten/kota selaku pengelola gudang
penyangga yang menjembatani aktivitas pendistribusian
bantuan logistik antara BPBD Jawa Barat dan BPBD/Damkar
kabupaten/kota. Enam BPBD/Damkar terpilih untuk
menjalankan mandat tersebut antara lain: a) BPBD Kota
Bekasi; b) BPBD Kota Cimahi; ¢) BPBD Kota Cirebon; d)
BPBD Kota Bogor; ¢) BPBD Kota Tasikmalaya; dan f)
BPBD Kota Sukabumi.
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